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Resky Maharani Ma’mur, 202010050311009. Analisa Penerapan Kebijakan 

Sistem Merit Aspek Promosi dan Mutasi Pada Tingkat Kementerian dan 

Lembaga di Indonesia. Dosen Pembimbing : Ali Roziqin, M.A.P 

 

ABSTRAK 

 

Berdasarkan Intruksi Presiden republik Indonesia telah memutuskan 5 prioritas 

kerja nasional tahun 2020-2024. salah satu diantaranya pembangunan sumber daya 

manusia, Upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia dengan 

memperkuat penerapan manajemen aparatur sipil negara berbasis sistem merit. 

penerapan rangkaian sistem merit dalam manajemen            ASN masih diwarnai capaian 

yang rendah. Pada isu strategis reformasi birokrasi RPJMN 2020-2024 mengkonfirmasi 

permasalahan dalam manajemen ASN yang berbasis pada sistem merit meliputi; 

Profesionalisme ASN, data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menunjukkan bahwa 

dari 34 Kementerian, hanya 6 Kementerian yang berhasil menerapkan sistem merit secara 

komprehensif. Proses pengambilan keputusan tidak efisien, dan masih banyak campur 

tangan politik yang terjadi. Hal ini menjadi perhatian penting pemerintah, khususnya 

bagi Kementerian PANRB dimana sebagai kementerian yang membidangi tentang 

akuntabilitas instansi pemerintah, Kementerian PANRB dituntut untuk dapat 

meningkatkan rangking Indonesia melalui kebijakan Manajemen ASN berbasis 

sistem merit. 

Tujuan Penelitian ini Untuk mengidentifikasi secara radiks terkait, 

Penerapan Kebijakan Sistem Merit Pada Tingkat Kementerian dan lembaga di 

Indonesia Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif kualitatif. Sementara Teknik pengambilan data dilakukan melalui 

wawancara, observasi dan dokumen. Sumber data yang digunakan ialah data primer 

dan data skunder. 

Hasil Penelitian ini menunjukkan, bahwa Penarapan Kebijakan Sistem Merit 

Pada Tingkat Kementerian dan lembaga di Indonesia di tahun 2022 dikategorikan 

Baik. Dengan penilaian sistem merit pada setiap Kementerian dan lembaga di 

Indonesia, dimana berdampak signifikan terhadap Indeks sistem merit Nasional, 

merujuk dari  hal tersebut merupakan langkah awal yang baik dalam meningkatkan 

Reformasi birokrasi di Indonesia. Meski demikian, penelitian ini juga menemukan 

masih rendahnya capaian sistem merit nasional pada penerapan aspek promosi 

mutasi. 
 

Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Sistem Merit, Birokrasi Profesional 
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Resky Maharani Ma'mur, 202010050311009. Analysis of the Implementation of 

the Merit System Policy for Promotion and Transfer Aspects at the Ministry 

and Institution Level in Indonesia. Supervisor: Ali Roziqin, M.A.P 

 

ABSTRACT 

 

 

Based on the Instructions of the President of the Republic of Indonesia, he 

has decided on 5 national work priorities for 2020-2024. one of which is human 

resource development, the government's efforts to increase human resources by 

strengthening the implementation of merit system-based state civil service 

management. The implementation of a series of merit systems in ASN management 

is still marked by low achievements. On the strategic issue of bureaucratic reform, 

the 2020-2024 RPJMN confirms problems in ASN management based on a merit 

system, including; ASN professionalism, data from the State Civil Apparatus 

Commission (KASN) shows that of 34 Ministries, only 6 Ministries have succeeded 

in implementing a comprehensive merit system. The decision-making process is 

inefficient, and there is still a lot of political interference occurring. This is an 

important concern for the government, especially for the PANRB Ministry where 

as the ministry in charge of government agency accountability, the PANRB 

Ministry is required to be able to improve Indonesia's ranking through a merit 

system-based ASN Management policy. 

The aim of this research is to identify radically related aspects, the 

implementation of the Merit System Policy at the Ministry and Institutional Level 

in Indonesia. The research method used in this research is a qualitative descriptive 

method. Meanwhile, data collection techniques are carried out through interviews, 

observations and documents. The data sources used are primary data and secondary 

data. 

The results of this research show that the implementation of the Merit 

System Policy at the Ministry and Institutional Level in Indonesia in 2022 is 

categorized as Good. With the assessment of the merit system in each Ministry and 

institution in Indonesia, which has a significant impact on the National Merit 

System Index, referring to this is a good first step in improving bureaucratic reform 

in Indonesia. However, this research also found that the national merit system's 

achievements in implementing the mutation promotion aspect are still low. 

 

Keywords: Policy Analysis, Merit System, Professional Bureaucracy 
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